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KADES SALAH KELOLA DD DAN ADD

Kaban PMPD Menilaj
- Karena Minimnya SDM

TOLITOLL MERCUSUAR -
Kepala Badan (Kaban)
Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintah Desa,
Kabupaten Tolitoli, Drs
Adjemain Laterey menilai,
bahwa beberapa desa yang

dianggap salah dalam
pengelolaan Dana Desa
(DD) karena minimnya
Sumber Daya Manusia
(SDM) pengelolahnya.
“Salah satu faktor yang
membuat sejumlah desa

yang masih salah dalam
mengelolah DD, sehingga
harus bersentuhan dengan
hukum, itu karena SDM
pengelolahnya masih

Baca SDM di hal . 19
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Adjemain Laterey usai
Kegiatan di salah satu hotel
| di Kota Tolitoli, Kamis
(20/10/2016).

Selain SDM nya yang
minim, Kaban juga
menilai, karena kurangnya
komunikasi pengelola
kepadamasyarakat maupun
kepada pemerintah di atas,
dalam hal ini Kecamatan
dan BPMPD,

“Seharusnya ada
transfaransi dalam

_ pengelolaan DD ataupun

A N T e T
terjadikekeliruan,” katanya.

Hal senada diungkapkan,
Kepala ‘Bidang
Pemerintahan Desa di
Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintah
Desa (BPMPD) Kabupaten
Tolitoli Muh Rifai. Dia
mengaku, saat ini masih
ada bebrapa desa yang
belum memasukan Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ)
baik DD maupun ADD
tahun 2015 dan ada juga
yang sudah memasukan,

Karena masih dinilai kurang
lengkap.

Menurutnya, lambatnya
desa-desamemasukanLP]
dan bahkan ada beberapa
yang dinilai bermasalah,
dipicu beberapa faktor,
diantaranya kurangnya
Sumber Daya Manusia
(SDM) pengelolahnya
dan kurangnya kerjasama
baik masyarakat serta
pihak-pihak lain di desa
tersebut.

“Padahal sudzh diberikan

tentang penggunaan dana
dan ada juga panduannya,”
ujarnya.

Terkait ada sejumlah
desa yang melibatkan
langsung Kepala Desa
(Kades) dalam penggunaan
anggaran DD maupun ADD,
dia menjelaskan, bahwa
hal tersebut melanggar
Peraturan Bupati (Perbup)
nomor 57 tahun 2015. Di
dalam Perbup tersebut
menyebutkan, Kades
hanya sebagai koordinator

anggaran, se
pelaksana a
adalah Sekret
(Sekdes), Be
Desa dan peran
yang ditunju
selaku Pelaksaj
Pengelolaan K|
Desa (PTPKD).

“Kades hanya k
atau penanggu
bukan kade|
memegang u
belanja sendiri,” i
iz




